FORM 1: DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

Satuan Kerja: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lombok Barat

	SOP yang akan Akan Dikembangkan
	Alasan Pengembangan

	Bagian/Bidang
	Prosedur
	

	Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM
	1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan LSM
2. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik

3. Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik

4. Pelatihan/Pembinaan Bagi Parpol, Ormas dan LSM


	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambangan Lembaran Negara No. 5189)

3. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambangan Lembaran Negara No. 4972)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan Penganggaran, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
7. Peraturan Bupati 08 Tahun 2011 tentang tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009
8. Surat Edaran Mendagri No. 220/1980.DIII, tanggal 27 Nopember 2007


